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pERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR ( TAHUN 2005 

TENTANG 

NILAI SEWA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME 

BUPATT JEPARA, 

Menimbang a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan Pembangunan guna memantapkan 
perelenggaraan otonomi daerah ; 

' b. bahwa beberapa ketentuan reklame sebagaimana diatur dalgm 
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara Nomor 
Nomor 480/693 Tahun 1989 tentang Melanisme den 
Penertiban Pemasangan Papan Reklame / Spanduk dan 
Keputusan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2004 tentang Nila 
Sewa Reklame dan Pedoman Pelaksanaan Perasangan 
Reklame Diwlayah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan daerah, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, 
maka perlu ditetapkan tentang Nilai Sewa dan Pedoman 
Pelaksanaan Pemasangan Reklame dengan Peraturan Bupat 

I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Dearah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengat; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahu 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reputlik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20DO Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) 

3. Undang-Undang Nomor 32 1ahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Narmor 4437) 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pererintah Pusat dan Pemenintah Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438), 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nmor 
4138) 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Namor 1 Tahun 1995 
tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran 
Dacrah Kabupaten JeparaTahun 1995 Nomor 4 ); 

7, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 1998 
tentang Pajak Reklamne (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 1998 Nomor 9) 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 200 
tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara Tahun 2003 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) 

9.Keputusan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pola 
Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepar Tahun 2004 Nomor 10) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT JEPARA TENTANG NILA! SEWA 
PEDOMAN PELAK SANA,AN PEMASANGAN REKLAME 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang imaksud dengan 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara, 
c. Bupati adalah Bupati Jepara; 
d. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas 

penyelenggaraan reklame, 
e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, Susunan 

dan atau Corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, men@anjurkanatau 
memuji suatu barang, jasa atau seseorang ataupun ntuk mnenanik perhatian umun 
terhadap suatu barang, jasa atau seseoran9, yang diselengg@rakan / ditempatkan 
atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dani suatu tempat oleh umum, 
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f. Panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau 
beberapa buah reklame; 

g. Penyelenggara Reklame adalah perorangan tau badan yang menyelenggarakanr 
reklame baik untuk dan atas namnanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
Yang menjadi tang99un9an0ya, 

h, Kawasan adalah batasan - batasan wilayah tertentu sesuai dengan permanfaatge 
wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk perasangan reklame, 

l. Nilai jual obyek pajak reklamne adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biya 
yang dikeluarkan oleh perilik dan atau penyvelenggara reklame termasuk dalam hal iri 
adalah biaya f harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasl listrik, pembayaran / 
ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayan9an, pengecatan, pemasangan dan 
transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan rekiame 
selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang 
telah diiink.an, 

j. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik Iokasi 
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan peranfaatan tata ruang 
kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha 

BAB II 

NILAI SEWA REKLAME 
4 

Pasal 2 

Nial Sewa Reklame di Wilayah Kabupaten Jepara diperhitungkan berdasarkan pad 
besarnya biaya pemasangan/penyelenggaraan, pemeliharaan, lama 
pemasangan/penyelenggaraan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame sebagaimana Pasal 
6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 dengan tabel yang tercantum dalam Lampiran 
I dan II Keputusan inf 

Pasal 3 

Nilai strategis lokasl pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ditentukan sebagai berikut 

a. Kawasan I lokasinya meliputi ; 
• Semua Jalan dalam Kota epara 
2. Jalan Raya Mulyharj, MIlonggo dan Bangsri. 
3. Jalan Raya Tahunan, Pecangaan dan Mayong (batas Kudus) 
4. Jalan Raya Kalinyamatan, Welahan (batas Demak) 

b. Kawasan II lokaasinya meliputi 
Jalan Kabupaten yang menghubungkan lbu Kota Kecamatan selain tersebut pada 
urufa, di Wilayah Kabupaten Jepara 

c. Kawasan III lokasinya meliputi 
Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar Desa dan antara Desa dengan bu Kota 
Kecamatan di seluruh Wiayah Kabupaten Jepaa 
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Pasal 4 

1) Untuk Reklame yang berupa gambar, lukisan dan sejenisnya yang menempel 
ditembok, Iisplank dan lain-lain, luas re#lame dihitung dari titik ujung gambar, lukisan 
atau sejenisnya baik panjang maupun lebarnya. 

2) Untuk Reklame yang memiii 2 (dua) muka atau lebih, penghitungan pajaknya sesual 
dengan jumlah muka reklame yang bersangkutan 

BAB III 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN 

agian Kesatu 
Mekanisme 

Pasal S 

(1) Setiap penyelenggaran reklame di Daerah tertebih dahulu harus mendapatkan izin 
Bupati. 

(2) Untuk menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
e. 

Pasal 6 

Untuk kawasan dan lokasi pemasangan reklame diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut 

(I) Kawasan dan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame ; 
a) bangunan mi#ik Pererintah 
b) sarana Peribadata 
c) melintang jalan 
d) menutupi lampu penerangain jala urum 
e) tanaman hias dan tanarnan peliniung yang dikelola Pererintah Daerah 

tiang listrike dan telepon, 

(2) Kawasan damn okasi yang diatur khusus yaitu 
Ruas Jalan Kartini dan jalan ketiling Alon-alon bebas dari reklame, kecuall 
a) untuk kepentingan Pererintah Daerah 
b) memperoleh lzin Khusus dani Bupat 
c) tempat-tempat yang telah disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 7 

(1) lzin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b) untuk Jalan 
Kartini berlokasi mulal depan Masjid Agung Baitul Makur sampal dengan 30 (tiga 
puluh) meter sebelum Trafic Light Tugu Kartini dalam wujud Neon Box / Lampu hias 
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(2) Untuk perasangan re#lame di kawasan / lokasi Jalam Pemuda mulai 30 (Tiga puluh) 
meter dati Trafic Light sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter Trafic Light Timur 
hanya dalam wujud Neon Box lampu hias 

Pasal 8 

Peryelenggara Reklame yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah , harus 
mendapat ijin pemasangan reklame dani Bupati melalui Kantor Pelavanan Terpadu Satu 
Atap Kabupaten Jepara 

Pasal 9 

penyelenggara reklame berkewaiban untuk melaksanakan ha-hal sebagai berikut 
a) Merawat dan mengamankan reklame yang dipasang agar selalu dalam keadaan baik 

dan tidak mnengganggu lingkungan sekitarya 
b) Membongkar dan menyingkirkan reklame yang bersangkutan setelah beraktirrya 

masa pajak, apabila Lin pemasangan reklame tersebut tidak diperpanjang lagi. 

Pasal 10 

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas/Instansi terkait yang ditunjuk 
berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembongkaran atas pemasangan semua 
jenis reklame apabila, 
a, Perasangan/penempatan reklame tidak sesuai dengan tempat / lokasi yang 

ditetapkan dalan izin ; 
b. Reklame yang dipasang tidak sesual dengan ketentuan baik berupa konstruksi 

maupun ukurannya, 
c. Belum membavar lunas kewajiban pajak dan/atau retribusi 
d. Belum membavar lunas uang jaminan pembongkaran, 
e. Telah berakhir masa pajaknya dan tidak diperpanjang lagi tetapi belumn dibongkar oleh 

penyelenggara reklame. 

Pesal 11 

Barang hasil pembongkoran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi milik 
Pemerintah Daerah 

Pasal 12 

Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pihak lain atas penyelenggaraan 
reklamenya, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala akibat dari 
kerugian tersebut 
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Bagian Kedua 

Tata Cara 

Pasal 13 

Tata cara penizinan perasangan reklame adalah sebagai berikut 
a. Pemohon mengajukan iin secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan 

Terpadu Satu Atap Kabupaten Jepara dengan cara mengisi formulir yang telah 
disediakan ditentukan dengan dibubuhi meterai cukup 

b. Sebelum izin diterbitkan, pemohon harus memenuhi kewajibannya yaitu membayar 
lunas Pajak Reklame dan Retribusi Daerah, 

¢ pemasangan yang berbentuk bi/board, megatron dikenakan jaminan pembongkaran 
sebesar 30 % dari nilai pajak yang harus dibayar untuk reklame masa pajak I (satu) 
tahun dan 50 % bagi reklame dengan masa p&jak kurang dari 1 (satu) tahun, 

d. Uang jarminan dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame, apabila yang 
bersangkutan melaksanakan pembongkaran sendiri 

4 

BAB III 

KETENTUAN PERAL[HAN 

asal 14 

lzin Pemasangan Reklame yang sudah ada pada saat bertakunya Peraturan ini, 
dinwatakan masih berlaku sampai berakhirya masa [in Pemasangan pellame yang 
bersangkutan 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Jepara Nomor 480/693 Tahun 1989 tentang Mekanisme dan Penertiban Pemasangan 
Papan Reklame / Spanduk dan Keputusan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2004 Nial 
Sewa Reklame dan Pedoman Pelaksanaan perasangan Reklame Diwilayah Kabupaten 
Jepara dinyatakan tidak berlaku 
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Pasal 17 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggat uni 2005 

HENDRO MARTOJO 
4 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal Juni 2005 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 200S NOMOR 
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